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Pendahuluan

Politik identitas merujuk pada upaya untuk memobilisasi
dukungan politik berdasarkan atribut-atribut identitas
tertentu, seperti suku, agama, ras, gender, atau kelompok sosial
lainnya. Dalam konteks politik modern, isu identitas sering
digunakan untuk membangun loyalitas dan memperkuat basis
dukungan, tetapi pada saat yang sama, juga memiliki potensi
untuk menciptakan polarisasi sosial. Politik identitas telah
menjadi fenomena global yang semakin menonjol di tengah
dinamika demokrasi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi
komunikasi.

Di Indonesia, sebuah negara dengan keanekaragaman budaya,
agama, dan etnis yang sangat tinggi, politik identitas memiliki
implikasi yang kompleks. Meskipun ia dapat memperkuat
pengakuan atas keberagaman, dalam praktiknya, sering kali
politik identitas memicu konflik sosial yang mengancam
persatuan bangsa.

Politik Identitas: Sebuah Konseptualisasi

Politik identitas berasal dari ide bahwa individu atau kelompok
mendasarkan orientasi politik mereka pada identitas sosial
tertentu. Identitas ini biasanya dibangun berdasarkan



Rudy € Tarumingkeng: Politik Identitas dan Dampaknya terhadap
Persatuan Bangsa

pengalaman bersama yang mencakup ketidakadilan,
marginalisasi, atau aspirasi kolekftif.

« Unsur Utama Politik Identitas:

1. Pengakuan atas Identitas Kolektif: Politik identitas
sering kali berakar pada perjuangan untuk mendapatkan
pengakuan atas hak-hak kelompok tertentu.

2. Eksklusi dan Inklusi: Dalam politik identitas, sering
muncul garis pemisah antara "kami" dan "mereka."

3. Pemanfaatan Emosi Kolektif: Emosi seperti rasa
ketidakadilan atau kebanggaan sering dimanfaatkan untuk
memobilisasi massa.

« Pola Politik Identitas:

1. Berbasis Agama: Misalnya, pengelompokan politik
berdasarkan keyakinan agama tertentu.

2. Berbasis Suku atau Etnis: Klaim politik berdasarkan
afiliasi suku atau etnis.

3. Berbasis Gender: Gerakan-gerakan feminisme atau
LGBTQ+ juga dapat dianggap sebagai bentuk politik
identitas.

Politik Identitas di Indonesia

Dalam sejarah politik Indonesia, politik identitas bukanlah
fenomena baru. Dari era kolonial hingga era Reformasi, isu
identitas sering digunakan sebagai alat untuk mobilisasi politik:

1. Era Kolonial: Politik identitas muncul dalam bentuk perjuangan
nasionalisme untuk melawan penjajahan, seperti perlawanan
berbasis agama atau etnis.
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2. Orde Baru: Pemerintahan Orde Baru cenderung menekan
identitas lokal untuk memaksakan homogenisasi nasional dengan
slogan "Persatuan dan Kesatuan."

3. Era Reformasi: Kebebasan demokrasi membuka ruang bagi
eksploitasi politik identitas, terutama dalam konteks Pilkada,
Pemilu, dan isu-isu agama atau etnis.

Dampak Politik Identitas terhadap Persatuan Bangsa
Dampak Positif

1. Pengakuan atas Keberagaman: Politik identitas dapat
meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan kebutuhan
untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas.

2. Keseimbangan Representasi: Memberikan suara kepada
kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam pengambilan
keputusan politik.

3. Peningkatan Partisipasi Politik: Memotivasi partisipasi
kelompok masyarakat dalam proses demokrasi.

Dampak Negatif
1. Polarisasi Sosial:

o Politik identitas dapat memecah masyarakat menjadi
kelompok-kelompok yang saling bersaing, terutama jika
perbedaan identitas dieksploitasi untuk keuntungan
politik.

o Contoh: Polarisasi akibat Pilkada DKT Jakarta 2017 yang
mengangkat isu agama dan etnis secara intensif.

2. Diskriminasi dan Eksklusi:
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o Kelompok mayoritas sering kali mendominasi wacana
politik, sementara minoritas mengalami marginalisasi lebih
lanjut.

o Contoh: Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam
kebijakan publik.

. Eskalasi Konflik:

o Ketegangan berbasis identitas sering kali memicu konflik
horizontal, baik berupa kekerasan verbal maupun fisik.

o Contoh: Kerusuhan etnis di beberapa wilayah Indonesia,
seperti konflik Maluku dan Poso pada akhir 1990-an hingga
awal 2000-an.

. Erosi Nasionalisme:

o Politik identitas yang berlebihan dapat mengurangi rasa
solidaritas kebangsaan, menggantinya dengan loyalitas
sempit terhadap kelompok tertentu.

Strategi Mengelola Politik Identitas

Untuk meminimalkan dampak negatif politik identitas,
diperlukan pendekatan yang komprehensif:

. Penguatan Pendidikan Multikultural:

o Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai toleransi,
penghormatan terhadap keberagaman, dan pentingnya
persatuan.

. Peningkatan Dialog Antar-Kelompok:

o Forum-forum dialog lintas agama, etnis, dan budaya dapat
memperkuat pemahaman antar-komunitas.



Rudy € Tarumingkeng: Politik Identitas dan Dampaknya terhadap
Persatuan Bangsa

3. Pengawasan terhadap Wacana Publik:

o Pemerintah dan masyarakat perlu mengawasi wacana
politik yang dapat memicu polarisasi, termasuk melalui
media sosial.

4. Penegakan Hukum yang Adil:

o Hukum harus ditegakkan secara konsisten untuk mencegah
eksploitasi politik identitas yang melanggar prinsip
demokrasi.

5. Kebijakan Inklusif:

o Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan publik
mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, tanpa
diskriminasi.

Kesimpulan

Politik identitas adalah pedang bermata dua yang dapat
memperkuat pengakuan atas keberagaman, tetapi juga
berpotensi memecah belah bangsa jika tidak dikelola dengan
bijaksana. Di Indonesia, dampak negatif politik identitas sering
kali lebih terasa, terutama dalam konteks pemilu atau isu-isu
sosial tertentu.

Untuk menjaga persatuan bangsa, diperlukan upaya bersama
dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk
mempromosikan nilai-nilai inklusi, foleransi, dan solidaritas.
Dalam konteks demokrasi, keberagaman adalah kekuatan, tetapi
hanya jika dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Langkah Strategis untuk Meningkatkan Persatuan di Tengah
Politik Identitas
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Melanjutkan pembahasan sebelumnya, penting bagi kita untuk
merancang langkah-langkah strategis yang tidak hanya
mereduksi dampak negatif politik identitas, fetapi juga
mengoptimalkan potensi positifnya sebagai alat memperkuat
persatuan bangsa.

1. Mendorong Kepemimpinan Inklusif

Kepemimpinan inklusif adalah kunci dalam meredam potensi
perpecahan akibat politik identitas. Pemimpin harus mampu:

Menyatukan Beragam Kelompok: Pemimpin yang inklusif
memprioritaskan kebijakan yang merangkul semua lapisan
masyarakat, fanpa memihak kelompok tertentu.

Menginspirasi Kesadaran Kolektif: Kepemimpinan yang
menonjolkan identitas nasional di atas identitas kelompok
mampu memperkuat rasa persatuan.

Memberikan Keteladanan: Pemimpin harus menjadi contoh
dalam mempraktikkan toleransi dan menghormati keberagaman.

2. Mengembangkan Sistem Demokrasi yang Berkeadilan

Demokrasi yang sehat harus memastikan partisipasi politik
semua kelompok tanpa terkecuali:

Penguatan Representasi Minoritas: Melibatkan kelompok
minoritas dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi rasa
ketidakadilan.

Mekanisme Pengawasan Pemilu yang Transparan: Mengawasi
proses demokrasi agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan
isu identitas yang memecah belah.

3. Mengelola Media Sosial sebagai Ruang Publik yang Sehat
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Media sosial sering menjadi arena utama penyebaran politik
identitas yang merusak. Untuk mengatasinya:

Regulasi Media Sosial: Pemerintah perlu bekerja sama dengan
platform teknologi untuk mengawasi penyebaran hoaks dan
ujaran kebencian.

Kampanye Literasi Digital: Masyarakat perlu dididik untuk
mengenali narasi provokatif yang memanfaatkan identitas demi
kepentingan politik.

Promosi Narasi Positif: Media sosial harus dimanfaatkan untuk
menyebarkan pesan-pesan persatuan, toleransi, dan
keberagaman.

4. Peningkatan Kesetaraan Sosial dan Ekonomi

Banyak konflik identitas berakar pada ketimpangan sosial dan
ekonomi. Dengan mengurangi ketimpangan ini, potensi polarisasi
dapat diminimalkan:

Pembangunan Berbasis Keadilan Regional: Pemerintah harus
fokus pada pengurangan kesenjangan antar-wilayah, khususnya
di daerah tertinggal.

Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Marginal: Program-program
pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan rasa keterlibatan
kelompok-kelompok rentan dalam kehidupan berbangsa.

5. Penguatan Identitas Nasional

Identitas nasional harus menjadi fondasi utama dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara:

Pengembangan Narasi Kebangsaan: Menguatkan narasi tentang
Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tetapi bersatu.
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« Revitalisasi Simbol Nasional: Menghidupkan kembali simbol-
simbol persatuan, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Tka, dan
lagu kebangsaan, melalui kegiatan edukasi dan budaya.

« Peringatan Hari-Hari Nasional: Momentum seperti Hari
Kebangkitan Nasional dan Hari Sumpah Pemuda harus digunakan
untuk menanamkan semangat persatuan.

Refleksi dan Tantangan Masa Depan

Dalam perjalanan menuju masyarakat yang lebih inklusif,
tantangan yang dihadapi oleh Indonesia tidaklah kecil.
Globalisasi, disrupsi teknologi, dan perubahan pola demografi
menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi dinamika
politik identitas. Selain itu, kekuatan populisme global yang
sering memanfaatkan sentimen identitas juga menjadi ancaman
nyata.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Indonesia memiliki modal
sosial yang kuat: keragaman yang telah terbukti mampu menjadi
kekuatan selama ratusan tahun. Dengan menerapkan strategi
yang komprehensif, Indonesia dapat menghadapi ancaman
politik identitas tanpa kehilangan esensi kebhinekaannya.

Kesimpulan

Politik identitas, dengan segala kompleksitasnya, adalah
fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berpolitik
modern. Di satu sisi, ia menawarkan peluang untuk memperkuat
pengakuan terhadap keberagaman; di sisi lain, ia juga membawa
ancaman serius terhadap persatuan bangsa jika dieksploitasi
secara tidak bertanggung jawab.
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Masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan
semua elemen bangsa untuk mengelola politik identitas secara
bijaksana. Dengan menanamkan nilai-nilai inklusif, memperkuat
rasa kebangsaan, dan mewujudkan keadilan sosial, Indonesia
dapat tetap menjadi rumah bagi keberagaman yang bersatu
dalam harmoni.

Dalam kata-kata Bhinneka Tunggal Tka, "Berbeda-beda tetapi
tetap satu jua,” kita diajak untuk merawat perbedaan sebagai
kekayaan, bukan sumber perpecahan. Mari terus membangun
Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bersatu di tengah
keragaman identitas yang menjadi ciri khas bangsa ini.

Langkah-Langkah Konkret untuk Implementasi Strategi

Dalam menghadapi tantangan politik identitas, langkah-langkah
konkret harus melibatkan berbagai pihak, fermasuk pemerintah,
masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil,
dan sektor swasta. Berikut adalah beberapa langkah
implementasi yang dapat diterapkan secara nasional:

1. Pemerintah: Memimpin dengan Kebijakan Progresif

Membentuk Kebijakan Anti-Diskriminasi: Pemerintah harus
menyusun regulasi yang melarang eksploitasi politik identitas
dalam kampanye politik dan ruang publik.

Membangun Infrastruktur Dialog Nasional: Forum-forum
dialog antaragama, antarbudaya, dan antarsuku perlu didukung
secara aktif oleh pemerintah untuk mempromosikan pemahaman
lintas identitas.

10
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Program Pembangunan Berbasis Inklusif: Kebijakan
pembangunan harus memastikan bahwa semua kelompok
masyarakat mendapatkan manfaat yang setara, baik di daerah
urban maupun pedesaan, serta di wilayah-wilayah terpencil.

2. Lembaga Pendidikan: Mencetak Generasi yang Toleran

Kurikulum Multikulturalisme: Kurikulum sekolah dan universitas
harus memasukkan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan
wawasan kebangsaan.

Pelatihan Guru tentang Inklusivitas: Guru perlu dilatih untuk
memahami isu-isu identitas agar mampu mengajarkan
pentingnya persatuan kepada siswa.

Program Pertukaran Antar-Wilayah: Inisiatif seperti
pertukaran pelajar antarprovinsi dapat meningkatkan
pemahaman lintas budaya.

3. Media dan Teknologi: Menciptakan Narasi Positif

Kampanye Nasional Melalui Media Massa: Kampanye
persatuan bangsa harus dipromosikan secara masif melalui
televisi, radio, dan platform digital.

Penguatan Regulasi Media Sosial: Platform teknologi perlu
diajak untuk berkolaborasi dalam mencegah penyebaran konten
yang memecah belah.

Menggunakan Influencer untuk Kampanye Positif: Influencer
di media sosial dapat memainkan peran penting dalam
menyebarkan pesan-pesan keberagaman dan toleransi.

4. Organisasi Masyarakat Sipil: Menjadi Garda Depan
Harmoni Sosial

11
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Advokasi untuk Kelompok Rentan: Organisasi masyarakat sipil
harus memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas dilindungi
dan diberdayakan.

Peningkatan Kapasitas Komunitas: Program pelatihan untuk
masyarakat lokal tentang resolusi konflik dan dialog lintas
budaya dapat memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Meningkatkan Kolaborasi Antar-Komunitas: Kegiatan
kolaboratif antar-komunitas, seperti program kerja bakti
bersama atau festival budaya, dapat mempererat hubungan
antar kelompok.

5. Sektor Swasta: Berkontribusi melalui Corporate Social
Responsibility (CSR)

Mendukung Kegiatan Sosial Inklusif: Perusahaan dapat
mendanai program-program sosial yang mendorong persatuan
dan mengatasi ketimpangan sosial.

Meningkatkan Keberagaman di Tempat Kerja: Sektor swasta
dapat menjadi contoh dengan menciptakan lingkungan ker ja
yang inklusif, di mana keberagaman dihargai sebagai aset
perusahaan.

Kampanye Persatuan dalam Bisnis: Perusahaan besar dapat
menggunakan pengaruh mereka untuk mempromosikan narasi
keberagaman melalui iklan dan produk mereka.

Potensi Ancaman Jika Tidak Dikelola dengan Baik

Jika politik identitas terus dibiarkan tanpa pengelolaan yang
baik, berikut beberapa ancaman besar yang dapat mengganggu
stabilitas dan persatuan bangsa:

12
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1. Meningkatnya Konflik Horizontal

Ketegangan berbasis identitas, seperti konflik antaragama,
antarsuku, atau antargolongan, dapat dengan cepat meningkat
menjadi konflik fisik yang merugikan seluruh masyarakat.

2. Lemahnya Solidaritas Nasional

Jika loyalitas terhadap identitas kelompok tertentu lebih
dominan dibandingkan loyalitas terhadap bangsa, solidaritas
nasional dapat terkikis, mengancam keberlangsungan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Terhambatnya Pembangunan Nasional

Polarisasi yang berkepanjangan dapat menciptakan
ketidakstabilan politik dan sosial, yang pada akhirnya
menghambat investasi, pembangunan, dan kemajuan ekonomi.

4. Eksploitasi oleh Pihak Eksternal

Dalam era globalisasi, pihak eksternal dapat memanfaatkan
perpecahan identitas untuk melemahkan posisi strategis
Indonesia di kancah internasional.

Membangun Visi Bersama: "Indonesia untuk Semua"

Sebagai penutup, penting untuk mengingat bahwa masa depan
Indonesia adalah masa depan yang dibangun bersama, dengan
semangat inklusivitas dan penghormatan terhadap
keberagaman. Beberapa langkah visi bersama yang dapat
diambil meliputi:

Merumuskan "Agenda Keberagaman Nasional": Sebuah peta
jalan yang menekankan pentingnya keberagaman sebagai modal
pembangunan bangsa.

13
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« Merayakan Hari Keberagaman Nasional: Sebuah hari khusus
untuk merayakan kontribusi semua kelompok dalam membangun
Indonesia yang bersatu.

« Membangun Narasi Kolektif: Narasi yang menempatkan
keberagaman sebagai inti dari identitas nasional Indonesia.

Dengan strategi yang terencana dan implementasi yang
konsisten, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia tentang
bagaimana sebuah negara majemuk mampu menjaga
persatuannya di fengah tantangan politik identitas.
Keberagaman adalah kekayaan, dan persatuan adalah kekuatan.
Mari bersama-sama menjaga dan merawat keduanya demi
Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Mengintegrasikan Nilai Kebangsaan ke dalam Seluruh Aspek
Kehidupan

Selain langkah strategis yang telah dibahas, memperkuat
persatuan bangsa di tengah ancaman politik identitas juga
membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan nilai-nilai
kebangsaan di semua aspek kehidupan. Pendekatan ini meliputi
dimensi budaya, politik, pendidikan, ekonomi, dan spiritual.

1. Dimensi Budaya: Menguatkan Identitas Nasional Melalui
Seni dan Tradisi

Budaya merupakan elemen penting yang dapat menyatukan
masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Pendekatan
berbasis budaya ini dapat mencakup:

14
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Revitalisasi Seni Tradisional: Mendorong seni tradisional
seperti tari, musik, dan kerajinan dari berbagai daerah sebagai
simbol keberagaman yang saling melengkapi.

Festival Budaya Nusantara: Menyelenggarakan festival budaya
tahunan berskala nasional untfuk mempertemukan berbagai
kelompok budaya dalam semangat kebersamaan.

Media dan Film sebagai Alat Narasi Positif: Memproduksi
film, serial, atau dokumenter yang menonjolkan persatuan
bangsa dalam keberagaman, seperti cerita-cerita tentang
perjuangan rakyat dari berbagai suku dan agama untuk
kemerdekaan Indonesia.

2. Dimensi Politik: Reformasi Sistem Politik yang
Mengedepankan Persatuan

Sistem politik yang sehat dan inklusif dapat meminimalkan
eksploitasi identitas. Hal ini dapat dilakukan melalui:

Desain Pemilu yang Bebas Polarisasi: Misalnya, membatasi
penggunaan isu agama dan etnis dalam kampanye politik dengan
pengawasan ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penguatan Partai Politik Multikultural: Mendorong partai
politik untuk merepresentasikan seluruh elemen masyarakat,
bukan hanya kelompok mayoritas.

Pelibatan Generasi Muda dalam Politik: Memberikan ruang
bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik dengan
pendekatan yang lebih inovatif dan inklusif.

15
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3. Dimensi Pendidikan: Menanamkan Semangat Kebhinekaan
sejak Dini

Pendidikan adalah kunci utama untuk membangun generasi yang
mampu menghargai keberagaman. Strategi yang dapat
diterapkan meliputi:

Mata Pelajaran tentang Kebangsaan: Menambahkan mata
pelajaran khusus tentang sejarah nasionalisme, toleransi, dan
keberagaman di tingkat sekolah dasar hingga menengah.

Kegiatan Ekstrakurikuler Multikultural: Melibatkan siswa
dalam kegiatan lintas budaya seperti program pertukaran
pelajar antar-daerah, olahraga, dan kompetisi seni.

Pengembangan Modul Digital Kebhinekaan: Menggunakan
teknologi untuk menciptakan modul pembelajaran interaktif
yang memperkenalkan keberagaman Indonesia kepada generasi
muda.

4. Dimensi Ekonomi: Menghilangkan Ketimpangan sebagai
Sumber Polarisasi

Ketimpangan ekonomi sering menjadi akar permasalahan yang
memperparah politik identitas. Langkah-langkah yang dapat
diambil meliputi:

Peningkatan Akses Ekonomi bagi Wilayah Tertinggal:
Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur
dan akses ekonomi di wilayah yang selama ini terpinggirkan.

Mendorong UMKM Multikultural: Mengintegrasikan pelaku
usaha dari berbagai latar belakang budaya untuk bekerja sama
dalam rantai pasok nasional.

16
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« Program Dana Desa untuk Inklusivitas: Memanfaatkan dana
desa untuk proyek-proyek yang melibatkan semua kelompok
dalam masyarakat lokal.

5. Dimensi Spiritual: Mengedepankan Peran Agama sebagai
Pemersatu

Agama memiliki potensi besar untuk menyatukan masyarakat,
asalkan tidak digunakan sebagai alat politik yang memecah
belah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

« Dialog Lintas Agama: Memperkuat peran Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWTI),
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGTI), Parisada Hindu
Dharma, dan Perwakilan Umat Buddha dalam menciptakan
harmoni antaragama.

« Siaran Keagamaan yang Moderat: Menyebarkan narasi-narasi
keagamaan yang mendorong persatuan melalui media cetak,
elektronik, dan digital.

« Peran Tokoh Agama sebagai Pendamai: Tokoh agama harus
memainkan peran aktif sebagai mediator dalam situasi konflik
berbasis identitas.

Membangun “"Narasi Besar Indonesia” untuk Generasi
Mendatang

Untuk mempersiapkan generasi mendatang dalam menjaga
persatuan bangsa, Indonesia perlu menciptakan sebuah narasi
besar yang dapat diinternalisasi oleh seluruh elemen
masyarakat. Narasi ini harus mencakup:

17
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1. Keindahan dalam Keberagaman: Menonjolkan bagaimana
keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia adalah
kekuatan, bukan kelemahan. Contoh: Keberhasilan kolaborasi
masyarakat di Yogyakarta dalam melestarikan Candi Borobudur.

2. Kebersamaan dalam Perjuangan: Mengangkat kisah-kisah
perjuangan kolektif dari berbagai daerah yang bersatu melawan
penjajahan, seperti Sumpah Pemuda 1928 yang menjadi tonggak
sejarah persatuan.

3. Harapan untuk Masa Depan: Menginspirasi generasi muda
bahwa persatuan adalah jalan menuju Indonesia Emas 2045, di
mana negara ini menjadi pusat keberagaman yang menjadi
teladan dunia.

Kesimpulan Akhir: Mengelola Identitas dalam Harmoni

Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa sebagai
pusat keberagaman dunia. Namun, potensi ini hanya dapat
terwujud jika politik identitas dikelola dengan bijaksana. Dalam
perjalanan membangun bangsa yang bersatu, perlu diingat
bahwa tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Mari kita jadikan politik identitas bukan sebagai alat
perpecahan, tetapi sebagai jalan untuk pengakuan dan
penghormatan terhadap keunikan setiap individu dan kelompok.
Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil,
makmur, dan bersatu. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati
bangsa ini terletak pada keberagaman yang disatukan oleh
semangat kebangsaan.
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Pendekatan Holistik untuk Menangani Politik Identitas

Politik identitas adalah fenomena kompleks yang memengaruhi
berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penanganannya membutuhkan pendekatan holistik yang
mencakup dimensi psikologis, sosial, institusional, dan global.
Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan
dampak negatif politik identitas, tetapi juga untuk
memanfaatkannya secara konstruktif demi memperkuat kohesi
sosial dan membangun bangsa.

1. Dimensi Psikologis: Membangun Kesadaran Kolektif

Di tingkat individu dan kelompok, politik identitas sering
didorong oleh perasaan ketidakadilan, ketakutan, atau
kebutuhan akan pengakuan. Oleh karena itu, pengelolaan
psikologis masyarakat menjadi penting:

Pemberdayaan Mentalitas Toleransi: Kampanye untuk
mempromosikan empati, pengertian, dan penghormatan
terhadap perbedaan melalui program berbasis komunitas.

Pengelolaan Trauma Sosial: Banyak kelompok yang terjebak
dalam politik identitas karena trauma sejarah, seperti konflik
horizontal. Dukungan psikologis untuk menyembuhkan luka
kolektif ini sangat diperlukan.

Peningkatan Kapasitas Berpikir Kritis: Edukasi yang
mendorong masyarakat untuk memverifikasi informasi,
mengenali propaganda, dan melawan narasi kebencian.

2. Dimensi Sosial: Menguatkan Jaringan Komunitas
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Jaringan sosial yang inklusif dapat menjadi benteng kuat untuk
melawan dampak buruk politik identitas:

Menghidupkan Kembali Gotong Royong: Prinsip gotong royong
sebagai salah satu ciri khas masyarakat Indonesia dapat
direvitalisasi melalui program kerja bersama yang melibatkan
berbagai kelompok.

Komunitas Multikultural: Membentuk kelompok atau organisasi
yang beranggotakan individu dari berbagai latar belakang untuk
bekerja sama dalam proyek-proyek sosial.

Media Komunitas: Mendorong pengembangan media lokal yang
mengangkat cerita-cerita keberhasilan lintas budaya dan
agama.

3. Dimensi Institusional: Reformasi Sistem dan Kebijakan

Institusi yang kuat dan inklusif sangat penting untuk
memastikan bahwa politik identitas tidak menjadi alat pemecah
belah:

Reformasi Hukum yang Progresif: Peraturan yang lebih tegas
untuk mencegah eksploitasi isu identitas dalam politik,
termasuk aturan kampanye yang membatasi penggunaan isu
agama dan ras.

Penguatan Lembaga Inklusif: Meningkatkan peran lembaga
seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga adat
untuk memastikan semua kelompok merasa diakui dan dilindungi.

Monitoring Pemilu yang Independen: Membentuk tim
independen yang bertugas memantau dan melaporkan eksploitasi
politik identitas dalam setiap tahapan pemilu.
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4. Dimensi Ekonomi: Mempersempit Kesenjangan sebagai
Akar Polarisasi

Ketimpangan ekonomi sering menjadi penyebab utama munculnya
politik identitas yang merusak. Pendekatan ekonomi yang lebih
inklusif dapat membantu mengurangi polarisasi:

Investasi di Wilayah Tertinggal: Meningkatkan alokasi
anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan di daerah yang selama ini terabaikan.

Pemberdayaan UMKM Multikultural: Mengembangkan program
pelatihan dan bantuan modal bagi UMKM yang melibatkan
berbagai kelompok masyarakat.

Program Kerja Sama Antarwilayah: Proyek ekonomi yang
melibatkan kolaborasi lintas provinsi dapat memperkuat
hubungan antar-komunitas.

5. Dimensi Global: Mengadopsi Praktik Terbaik Internasional

Indonesia dapat belajar dari negara lain yang menghadapi
tantangan serupa dalam menangani politik identitas:

Belajar dari Afrika Selatan: Proses rekonsiliasi pasca-
apartheid melalui "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" dapat
menjadi inspirasi untuk menyembuhkan luka sosial di Indonesia.

Model Kanada: Kebijakan multikulturalisme Kanada yang
menempatkan keberagaman sebagai nilai inti bangsa dapat
diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia.
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Kerja Sama Internasional: Bermitra dengan organisasi global
seperti UNESCO untuk mendukung program-program
pendidikan dan budaya yang mempromosikan inklusivitas.

Langkah-Langkah Praktis untuk Pelaksanaan

Untuk memastikan strategi ini berjalan efektif, berikut adalah
langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh berbagai pihak:

Pemerintah

. Meluncurkan Kampanye Nasional "Indonesia Tanpa
Polarisasi": Sebuah gerakan nasional yang mengedukasi
masyarakat tentang bahaya politik identitas dan pentingnya
persatuan.

. Meningkatkan Dana Desa untuk Program Inklusif: Dana desa
dapat diarahkan untuk proyek-proyek yang mengintegrasikan
berbagai kelompok masyarakat.

. Memperkuat Pendidikan Pancasila: Implementasi nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui program pelatihan
dan kurikulum.

Masyarakat Sipil

. Membangun Koalisi Multikultural: Organisasi masyarakat sipil
dapat menciptakan platform kerja sama antaragama,
antaretnis, dan antargender.

. Menyelenggarakan Dialog Sosial: Forum dialog rutin untuk
membahas isu-isu sensitif dalam suasana yang aman dan
terbuka.
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. Menggunakan Seni dan Budaya sebagai Alat Persatuan:
Pameran seni, konser, dan kegiatan budaya lintas komunitas
dapat mempererat hubungan antar kelompok.

Sektor Swasta

. Menginisiasi Program CSR Multikultural: Perusahaan dapat
berinvestasi dalam proyek-proyek sosial yang mempromosikan
keberagaman.

. Mengembangkan Kebijakan Inklusif di Tempat Kerja:
Menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman
budaya, agama, dan gender.

. Mendukung Startup Multikultural: Memberikan dana atau
mentor untuk bisnis rintisan yang mengedepankan kolaborasi
lintas identitas.

Visi Jangka Panjang: Menuju Indonesia Emas 2045

Jika politik identitas dapat dikelola dengan bijaksana,
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang
lebih kuat, bersatu, dan berdaya saing di panggung global.
Menuju Indonesia Emas 2045, berikut adalah visi jangka
panjang yang harus diperjuangkan:

. Indonesia sebagai Model Multikulturalisme Dunia: Menjadi
teladan bagi negara lain dalam menjaga keberagaman sebagai
kekuatan.

. Masyarakat yang Toleran dan Inklusif: Membangun generasi
yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan.

. Ekonomi yang Berkeadilan: Menghilangkan kesenjangan
ekonomi sebagai salah satu akar polarisasi.
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4. Demokrasi yang Sehat dan Kuat: Sistem politik yang bebas
dari manipulasi identitas demi kepentingan kekuasaan.

Dengan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, cita-
cita ini bukan hanya mungkin, tetapi juga dapat menjadi warisan
abadi bagi generasi mendatang. Karena Indonesia yang
bersatu dalam keberagaman adalah Indonesia yang tangguh,
sejahtera, dan berjaya.

Dimensi Digital: Mengelola Politik Identitas di Era Teknologi

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial,
telah mengubah cara politik identitas dijalankan. Platform
digital sering menjadi arena utama untuk menyebarkan narasi
berbasis identitas yang dapat memicu polarisasi. Oleh karena
itu, diperlukan pendekatan khusus dalam mengelola dampak era
digital terhadap persatuan bangsa.

Tantangan Era Digital

1. Disinformasi dan Hoaks: Berita palsu sering kali menyasar
sentimen identitas untuk memprovokasi kelompok ftertentu.

2. Echo Chambers dan Polarisasi: Algoritma media sosial
cenderung menciptakan ruang yang memperkuat keyakinan
kelompok tertentu, sehingga memicu polarisasi lebih dalam.

3. Kejahatan Siber Berbasis Identitas: Serangan siber yang
mengeksploitasi isu identitas untuk menciptakan konflik atau
mempermalukan individu atau kelompok.

Strategi untuk Mengelola Dampak Digital
1. Meningkatkan Literasi Digital:
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o Program nasional yang mengajarkan masyarakat untuk
memverifikasi informasi dan mengenali hoaks.

o Kolaborasi dengan platform media sosial untuk
menyelenggarakan kampanye literasi digital.

2. Regulasi Media Sosial:

o Mendorong transparansi algoritma pada platform digital
untuk mencegah amplifikasi narasi kebencian.

o Membentuk badan pengawas independen untuk memantau
konten berbasis identitas yang memecah belah.

3. Promosi Narasi Positif:

o Membuat kampanye digital yang menonjolkan kisah-kisah
inspiratif tentang keberagaman dan persatuan.

o Menggunakan influencer untuk menyebarkan pesan-pesan
toleransi kepada audiens muda.

4. Peningkatan Keamanan Siber:

o Melindungi kelompok minoritas dari serangan siber atau
doxing berbasis identitas.

o Mengembangkan sistem pelaporan cepat untuk konten
provokatif atau berbahaya.

Dimensi Hukum: Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Hukum yang adil dan tegas adalah pilar utama dalam menangani
eksploitasi politik identitas. Ketika masyarakat melihat bahwa
hukum diterapkan tanpa pandang bulu, kepercayaan terhadap
institusi negara akan meningkat, dan potensi konflik dapat
diminimalkan.
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Langkah-Langkah di Bidang Hukum
. Penyusunan Undang-Undang Khusus:

o Mengatur secara spesifik tentang larangan penggunaan isu
identitas dalam kampanye politik atau narasi publik yang
memecah belah.

o Sanksi tegas bagi pelanggar, baik individu maupun
organisasi politik.

. Reformasi Sistem Peradilan:

o Meningkatkan integritas lembaga peradilan untuk

memastikan kasus-kasus yang melibatkan konflik berbasis
identitas ditangani secara objekfif.

o Membentuk satuan tugas khusus untuk menangani
kejahatan yang melibatkan eksploitasi identitas.

. Perlindungan Hak Minoritas:

o Memperkuat payung hukum untuk melindungi hak-hak
kelompok minoritas dalam berbagai aspek, seperti
pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan publik.

Dimensi Global: Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia

Sebagai negara dengan keberagaman yang luar biasa, Indonesia
memiliki peluang untuk menonjolkan dirinya di kancah
internasional sebagai model pengelolaan keberagaman. Langkah
ini tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga
menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam
mempromosikan multikulturalisme global.

Langkah-Langkah di Kancah Internasional
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1. Diplomasi Kebudayaan:

o Mengirim delegasi budaya Indonesia ke berbagai forum
internasional untuk mempromosikan keberagaman sebagai
kekuatan bangsa.

o Menyelenggarakan festival multikultural internasional
yang memperkenalkan keberagaman Indonesia kepada
dunia.

2. Kerja Sama Internasional:

o Bermitra dengan organisasi global seperti United Nations
Development Programme (UNDP) atau UNESCO untuk
mendukung program keberagaman dan inklusi.

o Belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengelola
isu identitas, seperti Afrika Selatan atau Kanada.

3. Promosi "Soft Power” Indonesia:

o Memanfaatkan seni, musik, dan tradisi lokal sebagai alat
diplomasi untuk menunjukkan bagaimana keberagaman
menjadi aset bangsa.

Indikator Keberhasilan dalam Mengelola Politik Identitas

Untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan
efektif, perlu ada indikator keberhasilan yang terukur. Berikut
adalah beberapa indikator yang dapat digunakan:

1. Penurunan Konflik Berbasis Identitas: Statistik konflik
horizontal yang melibatkan isu identitas berkurang secara
signifikan.
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2. Peningkatan Indeks Toleransi Sosial: Indikator seperti World
Tolerance Index atau Social Harmony Index menunjukkan tren
positif.

3. Keterwakilan yang Setara: Jumlah keterwakilan kelompok
minoritas dalam institusi pemerintahan dan swasta meningkat.

4. Penguatan Kesadaran Publik: Survei menunjukkan bahwa
masyarakat semakin memahami pentingnya keberagaman dan
toleransi.

5. Reputasi Internasional: Indonesia diakui secara global sebagai
model pengelolaan keberagaman dan persatuan.

Kesimpulan Akhir: Jalan Panjang Menuju Harmoni

Mengelola politik identitas adalah tugas yang membutuhkan
kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi dari semua pihak. Tidak
ada solusi instan, tetapi dengan strategi yang komprehensif dan
implementasi yang konsisten, Indonesia dapat mengubah
tantangan ini menjadi peluang.

Sebagai bangsa, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam
mengelola keberagaman. Dengan semangat gotong royong, nilai-
nilai Pancasila, dan komitmen bersama, kita dapat memastikan
bahwa politik identitas tidak lagi menjadi ancaman, melainkan
menjadi alat untuk memperkuat persatuan bangsa.

Mari terus merawat keberagaman sebagai kekuatan,
membangun rasa solidaritas, dan menanamkan nilai-nilai inklusif
ke dalam setiap aspek kehidupan. Karena hanya dengan
persatuan dalam keberagaman, kita dapat mewujudkan
Indonesia yang adil, makmur, dan berjaya di panggung global.
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Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi juga
identitas sejati kita sebagai bangsa.
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Glosarium

A

Algoritma Media Sosial: Sistem otomatis pada platform digital
yang menentukan jenis konten yang ditampilkan kepada
pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka, sering
kali menciptakan echo chambers.

Asimilasi: Proses integrasi di mana kelompok minoritas secara
bertahap mengadopsi budaya, nilai, atau tradisi dari kelompok
mayoritas.

B

Bhinneka Tunggal Ika: Semboyan nasional Indonesia yang
berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu jua," menekankan
persatuan dalam keberagaman.

Budaya Inklusif: Lingkungan sosial yang menerima dan
menghormati keberagaman identitas individu, seperti budaya,
agama, atau gender.

C

Conflict Resolution (Resolusi Konflik): Proses penyelesaian
perselisihan antarindividu atau kelompok melalui dialog,
negosiasi, atau mediasi.
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Corporate Social Responsibility (CSR): Program perusahaan
untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, termasuk
mempromosikan inklusivitas dan persatuan.

D

Disinformasi: Informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja
disebarkan untuk memengaruhi opini publik atau menciptakan
polarisasi.

Diskriminasi: Perlakuan tidak adil terhadap individu atau
kelompok berdasarkan karakteristik seperti suku, agama, atau
gender,

E

Echo Chamber: Fenomena dalam media sosial di mana pengguna
hanya terpapar pada pandangan yang sama, memperkuat bias
dan polarisasi.

Eksklusi Sosial: Proses di mana kelompok tertentu dikecualikan
dari akses ke sumber daya, hak, atau kesempatan yang dimiliki
kelompok lain.

F

Festival Budaya Nusantara: Kegiatan tahunan untuk merayakan
keberagaman budaya di Indonesia melalui seni, musik, dan
tradisi dari berbagai daerah.
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Gotong Royong: Konsep kerja sama dan solidaritas dalam
masyarakat Indonesia, yang menjadi dasar hubungan sosial yang
harmonis.

Globalisasi: Proses interaksi dan integrasi antarbangsa yang
dipengaruhi oleh pertukaran budaya, ekonomi, dan teknologi.

H

Hoaks: Informasi palsu atau bohong yang disebarkan untuk
menipu atau memprovokasi masyarakat.

Hukum Anti-Diskriminasi: Undang-undang yang melarang
perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok
berdasarkan identitas mereka.

I

Identitas Kolektif: Kesadaran bersama yang dimiliki oleh
anggota suatu kelompok berdasarkan kesamaan budaya,
sejarah, atau nilai.

Inklusivitas: Prinsip yang memastikan semua individu atau
kelompok, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
politik.

K

Kebhinekaan: Keberagaman budaya, agama, suku, atau kelompok
sosial dalam masyarakat, yang menjadi ciri khas bangsa
Indonesia.
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Kohesi Sosial: Tingkat solidaritas dan kesatuan dalam suatu
masyarakat, yang mencerminkan kemampuan kelompok untuk
bekerja sama meskipun ada perbedaan.

L

Literasi Digital: Kemampuan untuk memahami, menggunakan,
dan mengevaluasi informasi digital secara kritis, termasuk
mengenali hoaks atau narasi yang memecah belah.

M

Marginalisasi: Proses di mana kelompok tertentu didorong ke
pinggiran masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun
politik.

Multikulturalisme: Kebijakan atau pendekatan yang menghargai
dan mempromosikan keberagaman budaya dalam suatu
masyarakat.

P

Pancasila: Dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman untuk
menjaga persatuan dalam keberagaman.

Polarisasi Sosial: Proses di mana masyarakat terpecah menjadi
kelompok-kelompok yang saling bertentangan berdasarkan
identitas atau keyakinan tertentu.
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Rekonsiliasi Nasional: Proses pemulihan hubungan yang retak
antara kelompok yang berselisih melalui dialog dan pengakuan
bersama.

Representasi Politik: Keterlibatan semua kelompok masyarakat
dalam pengambilan keputusan politik, termasuk kelompok
minoritas.

S

Stereotip: Keyakinan atau persepsi yang terlalu sederhana atau
salah tentang karakteristik suatu kelompok.

Solidaritas Nasional: Rasa persatuan dan kebersamaan di
antara warga negara yang melampaui perbedaan identitas.

T

Toleransi: Sikap menghargai perbedaan dalam pandangan,
keyakinan, atau identitas tanpa diskriminasi atau prasangka.

Trauma Sosial: Luka emosional yang dialami oleh individu atau
kelompok akibat konflik atau ketidakadilan berbasis identitas.

v

Undang-Undang Anti-Hoaks: Regulasi yang bertujuan untuk
memerangi penyebaran informasi palsu yang merugikan
masyarakat.

Universalitas Hak Asasi Manusia (HAM): Prinsip bahwa setiap
manusia memiliki hak yang sama, tanpa memandang latar
belakang identitas mereka.
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v

« Visi Kebangsaan: Gambaran masa depan yang ingin dicapai suatu
bangsa, yang melibatkan rasa persatuan dan tujuan bersama.

w

« Wawasan Kebangsaan: Pemahaman mendalam tentang nilai,
identitas, dan tujuan bersama sebagai warga negara Indonesia.

Y4

« Zona Inklusi: Wilayah atau komunitas yang secara akftif
mempraktikkan nilai-nilai inklusivitas, di mana semua individu
merasa diterima dan dihormati.

35



Rudy € Tarumingkeng: Politik Identitas dan Dampaknya terhadap
Persatuan Bangsa

Daftar Pustaka

Buku

. Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the
Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

. Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell
Publishing.

. Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.

. Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal
Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press.

. Mansour, A. (2020). Politik Identitas di Indonesia: Antara
Solidaritas dan Polarisasi. Jakarta: Kompas Gramedia.

Jurnal Ilmiah

. Laclau, E. (2005). Populism: What's in a Name? London Review
of Books, 26(4), 34-36.

. Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2013). Exclusionary vs.
Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and
Latin America. Government and Opposition, 48(2), 147-174.

. Wijaya, S. H. (2021). Politik Identitas dalam Demokrasi
Indonesia: Ancaman atau Peluang? Jurnal Politik dan
Pemerintahan, 10(3), 45-62.

36



Rudy € Tarumingkeng: Politik Identitas dan Dampaknya terhadap
Persatuan Bangsa

. Aminuddin, M., & Rahmawati, L. (2020). Media Sosial dan
Polarisasi Politik Identitas di Indonesia. Jurnal Komunikasi dan
Media, 12(2), 21-35.

. Irawan, R. (2022). Rekonsiliasi Pasca-Konflik Politik Identitas
di Indonesia: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta. Jurnal
Multikultural dan Demokrasi, 8(1), 15-30.

Laporan dan Publikasi

. Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI) Tahun 2021. Jakarta: BPS.

. United Nations Development Programme (UNDP). (2019).
Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond
Averages, Beyond Today. New York: UNDP.

. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
(2020). Pendidikan Karakter dan Multikulturalisme di Indonesia.
Jakarta: Kemendikbud.

. Komnas HAM. (2021). Laporan Tahunan Komnas HAM 2021:
Tantangan Keberagaman di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.

. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. (2022). Polarization
and Social Fragmentation in Indonesian Politics. Jakarta: UL
Press.

Artikel Media dan Sumber Online

. Setiawan, A. (2022, September 10). Politik Identitas dan Peran
Media Sosial. Kompas. Diakses dari: https://www.kompas.com.

37


https://www.kompas.com/

Rudy € Tarumingkeng: Politik Identitas dan Dampaknya terhadap
Persatuan Bangsa

. Hidayat, M. (2021, Juli 5). Mengelola Keberagaman di Era
Digital. The Jakarta Post. Diakses dar:i:
https://www.the jakartapost.com.

. Tempo. (2023). Polarisasi Sosial dan Ancaman Persatuan
Bangsa. Tempo.co. Diakses dari: https://www.tempo.co.

. Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2020).
Rethinking Identity Politics in Southeast Asia. Diakses dari:
https://www.csis.org.

. The Conversation Indonesia. (2022). Politik Identitas dan
Dampaknya terhadap Stabilitas Demokrasi. Diakses dari:
https://theconversation.com.

. ChatGPT 40 (2025). Kopilot Artikel ini. Tanggal akses: 9
Januari 2025. Akun penulis. https://chatgpt.com/c/677f2133-
8ab4-8013-92dc-8efe594dcefb

Sumber Hukum dan Kebijakan
. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Konflik Sosial.

. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948).

38


https://www.thejakartapost.com/
https://www.tempo.co/
https://www.csis.org/
https://theconversation.com/

